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ABSTRAK 
Perselisihan hubungan industrial secara normative terdiri atas perselisihan hak, perselisihan kepentingan, 
perselisihan Pemutusan Hubungan Kerja dan perselisihan antara serikat pekerja dalam satu perusahan. Perselisihan 
hak dan perselisihan kepentingan memungkinkan melibatkan pengusaha, pekerja maupun serikat pekerja dengan 
demikian perselisihan yang terjadi antara serikat pekerja dengan pengusaha dibatasi dengan perselisihan hak dan 
kepentingan. Ketika perselisihan yang timbul antara serikat pekerja dan  pengusaha itu terkait dengan usaha untuk 
menghalangi terbentuknya atau berjalannya serikat pekerja maka undang-undang tentang Serikat Pekerja 
mengkategorikan sebagai tindak pidana kejahatan. masalah yang dibahas dalam tulisan ini adalah apakah union 
busting tepat dikategorikan sebagai tindak pidana kejahatan dan bagaimana penempatan union busting dalam 
perselisihan hubungan industrial? tulisan ini merupakan penelitian normative dengan data sekunder. hasil dari kajian 
ini adalah union busting tidak tepat dikategorikan sebagai tindak pidana kejahatan. semestinya union busting dapat 
dikategorikan sebagai perselisihan hubungan industrial. 
 
I. PENDAHULUAN 
Dalam banyak hal  kasus kasus pemberangusan serikat pekerja (union busting) selalu dikaitkan dengan 
upaya untuk menciptakan kondisi tertentu sesuai dengan apa yang diinginkan oleh perusahaan tertentu. Cara 
pemberangusan serikat pekerja tersebut secara eksplisit disebut dalam Undang-Undang Nmomor 21 Tahun 2000 
Tentang  Serikat Pekerja Pasal 28  yang terdiri atas  melakukan pemutusan hubungan kerja, memberhentikan 
sementara, menurunkan jabatan, atau melakukan mutasi; tidak membayar atau mengurangi upah 
pekerja/buruh;melakukan intimidasi dalam bentuk apapun ; melakukan kampanye anti pembentukan serikat 
pekerja/serikat buruh”. 
 Pada tataran praktek bentuk dari union busting tersebut dilakukan dengan cara 
(http://fspfarkesreformasi.org, 2017 antara lain : 
1. Menghalang-halangi Buruh Untuk Bergabung di dalam Serikat.Sering ditemui manajemen yang melarang 
buruhnya bergabung di dalam serikat buruh. Selalu dipropagandakan bahwa serikat tukang menuntut, membuat 
hubungan kerja tidak harmonis, dan lain sebagainya. Intinya, mereka hendak mengatakan, serikat buruh adalah 
perongrong perusahaan. 
2. Intimidasi. Saat bergabung dalam serikat, buruh  diancam tidak mendapatkan promosi, tidak naik gaji, tidak 
mendapatkan bonus atau tunjangan, tidak naik pangkat, diputus kontrak  kerjanya, dan lain sebagainya. 
Bahkan  dalam melakukan intimidasi tersebut, pihak manajemen sampai mendatangi ke rumah-rumah anggota 
maupun pengurus serikat. Biasanya pihak manajemen mengiming-imingi promosi jabatan kepada pengurus 
maupun anggota serikat agar mau keluar dan berkhianat dari serikat. 
3. Memutasi Pengurus atau Anggota Serikat.Untuk memecah kekuatan serikat, sering pula dilakukan tindakan 
mutasi atau pemindahan kerja secara sepihak oleh perusahaan kepada pengurus ataupun anggota serikat. 
Tujuannya jelas, selain untuk melemahkan serikat juga untuk menghancurkan mental buruh. Tidak tanggung-
tanggung, kadang mutasi dilakukan hingga ke luar pulau. Kasus semacam ini umumnya dilakukan ketika serikat 
baru terbentuk atau sedang memperjuangkan hak-hak buruh. 
4. Surat Peringatan.Surat peringatan tergolong dalam kategori sanksi ringan, tapi pihak manajemen akan selalu 
mencari celah dan kesalahan pengurus maupun anggota serikat untuk memberikan sanksi surat peringatan 
tersebut.Tujuannya agar aktivis serikat tidak lagi bergiat dalam membela kepentingan anggotanya. Jika surat 
peringatan diabaikan, biasanya pengusaha akan meningkatkan sanksinya menjadi skorsing dan bahkan kemudian 
PHK. Atau diberlakukan mekanisme Surat Peringatan Ke-1, Ke-2, dan Ke-3 yang berujung pada PHK. 
5. Skorsing.Skorsing kerap diberikan kepada aktivis sebagai peringatan atas kegiatan serikat yang dijalankannya. 
Jika skorsing diabaikan, lazimnya pengusaha akan meningkatkan sanksinya menjadi PHK. 
6. Pemutusan Hubungan Kerja.Ini merupakan cara lama tapi masih menjadi tren hingga sekarang. Anggota serikat 
yang sering menjadi korban dari modus ini adalah yang berstatus buruh kontrak. Dengan risiko hukum kecil dan 
 
 
biaya murah (tidak perlu mengeluarkan pesangon besar), tindakan ini kerap dijadikan pilihan favorit pihak 
manajemen. Tujuannya yaitu, agar buruh lainnya tidak berani lagi bergabung dalam serikat dan lambat-laun 
serikat pun menjadi gembos. Bahkan, ada perusahaan yang mem-PHK ketua serikat dan semua pengurus serikat 
dengan alasan efisiensi. 
7. Membentuk Serikat Boneka atau Serikat Tandingan (Yellow Union).Upaya ini dilakukan untuk menandingi 
keberadaan serikat buruh sejati. Tujuannya agar buruh menjadi bingung, mau memilih serikat yang mana. 
Serikat boneka ini umumnya dikendalikan penuh oleh manajemen, termasuk orang-orang yang menjadi 
pengurusnya. Cara mengenali serikat model ini sangat gampang. Biasanya mereka mendapatkan kemudahan 
dalam menjalankan aktivitasnya, sementara serikat sejati selalu dihambat saat akan melakukan aktivitas. Tak 
terkecuali tidak mendapatkan izin untuk melakukan rapat di kantor. Pada beberapa kasus, serikat tandingan 
hanya dibentuk untuk menghancurkan serikat yang ada. Setelah serikat tandingan selesai merekrut anggota, 
kemudian pengurusnya akan meninggalkan organisasi. Anggota yang ada di serikat tandingan ditinggalkan 
begitu saja dan kebingungan menentukan arah, sementara serikat yang lama bisa jadi sudah mati suri 
ditinggalkan anggotanya. 
8. Membentuk Pengurus Tandingan dalam Serikat yang sama.Melakukan kudeta atas kepengurusan yang sah 
merupakan jalan untuk menggembosi serikat daripada membentuk serikat tandingan. Pada umumnya, upaya 
kudeta diawali dengan pencitraan negatif terhadap figur ketua atau pengurus yang dilakukan secara intensif dan 
terstruktur, sehingga anggota percaya terhadap pencitraan tersebut. Setelah itu, direkayasa agar anggota meminta 
sebuah musyawarah luar biasa untuk mengganti ketua dengan ketua yang baru. Setelah sang ketua baru terpilih, 
pada umumnya tidak banyak yang dia lakukan, karena misinya memang hanya mengganti ketua yang lama. 
Upaya kudeta bisa digagalkan jika sistem organisasi sudah berjalan dengan baik. 
9. Menolak diajak Berunding tentang PKB.Saat diajak berunding, pengusaha berdalih macam-macam. Kadang 
pengusaha beralasan mau memeriksa dulu apakah anggota serikat sudah memenuhi syarat 50% + 1 dari total 
karyawan, kadang malah tidak mau berunding karena di dalam perusahaan terdapat dua serikat buruh. Padahal 
kita tahu, serikat yang satunya lagi adalah serikat boneka yang selalu membeo kepada pengusaha. Semua itu 
bertujuan agar buruh tidak memiliki PKB. 
10. Promosingkir.Karena pada dasarnya buruh bekerja untuk mencapai karir terbaik, pengusaha memberikan 
kesempatan promosi untuk posisi terbaik kepada pengurus serikat sebagai iming-iming. Umumnya pengurus atau 
aktivis yang mendapatkan promosi mendadak dengan fasilitas yang menggiurkan, merasa tidak enak hati 
sehingga daya juangnya menurun. 
11. Kriminalisasi.Dalam menjalankan kegiatan serikat pekerja, sering ditemukan kasus di mana pengurus atau 
aktivis serikat dilaporkan pengusaha kepada kepolisian. Pasal-pasal yang kerap dituduhkan pada pengurus 
serikat adalah ”pasal karet” atau ”pasal sampah” dalam KUHP. Di antaranya pencemaran nama baik, perbuatan 
tidak menyenangkan dan fitnah. 
12. Mengadu Domba Pekerja/Buruh.Buruh mudah sekali diadu domba satu sama lain. Pengusaha melemparkan 
berbagai isu mulai dari isu kesejahteraan hingga black campaign yang mengesankan bahwa serikat telah dibawa 
ke arah yang salah, sehingga buruh mengalami kebingungan. Dari kondisi ini, diharapkan muncul suatu kondisi 
ketakutan, yaitu takut terbawa-bawa dan rasa apatis untuk tidak lagi berjuang melalui organisasinya. 
13. Doktrin Anti-Serikat dipelajari juga khusus oleh Pengusaha.Bukan hanya buruh yang bersatu, pengusaha juga 
bersatu melalui berbagai forum. Untuk pengusaha swasta kita mengenal Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo), 
sementara untuk direksi BUMN saat ini muncul Forum Komunikasi Direksi BUMN. Jika buruh bersatu untuk 
memikirkan berbagai strategi mendapatkan hak anggotanya, maka pengusaha pun pada umumnya memikirkan 
strategi apa yang tepat untuk menghancurkan serikat di perusahaannya. Keberadaan serikat yang kuat menjadi 
ancaman bagi pengusaha karena buruh tidak mudah lagi dibohongi dan ditindas. Melihat maraknya praktek 
union busting yang menimpa berbagai serikat serta adanya kesamaan jenis union busting yang diterapkan, bukan 
tidak mungkin saat ini pengusaha mempelajari secara khusus strategi union busting. Ditambah dengan 
kemudahan fasilitas, pengusaha tidak mengalami kesulitan untuk menggelar berbagai pertemuan. 
Latar belakang dari dari tindakan union busting pada dasarnya memang dalam rangka untuk menurunkan posisi 
tawar dari pekerja. pada dasarnya pekerja sifatnya lemah, baik dari segi ekonomi maupun dari segi kedudukan  dan 
pengaruhnya terhadap pengusaha. Karena itu akibatnya  pekerja tersebut tidak mungkin bisa memperjuangkan hak-
haknya ataupun tujuannya secara perorangan tanpa mengorganisasikan dirinya  dalam bentuk wadah untuk dapat 
mencapai tujuannya (Zaeni Asyhadi
 
, 2007:22). Adanya organisasi pekerja maka usaha untuk merealisasikan 
keinginannya menjadi lebih kuat. tujuan dari serikat pekerja tersebut pada hakekatnya adalah untuk 
memperjuangkan kepntingan kehidupan social ekonomi mereka tanpa dipengaruhi oleh kepentingan politik dan 
sejenisnya (R. Goenawan Oetomo
 
, 2006:81). Dari berbagai bentuk union busting tersebut dapat dilihat bahwa 
tindakan yang disinyalir sebagai union busting sangat dekat dengan hal yang mengarah pada perselisihan hubungan 
 
 
industrial  baik perselisihan hak, kepentingan, pemutusan hubungan kerja bahkan sampai pada perselisihan antar 
serikat pekerja dalam satu perusahaan. Sedemikian dekatnya dengan perselisihan hubungan industrial tersebut maka 
sering kali kasus union busting yang sesungguhnya adalah tindak pidana menjadi tertutup atau tersamar dengan 
kasus perselisihan hubungan industrial yang lebih muncul dipermukaan dan mendapatkan perhatian yang pertama 
dan utama bagi pihak yang berselisih. 
II. RUMUSAN MASALAH 
1. Apa faktor penyebab tindakan  union busting sering tidak dikenai sanksi pidana? 
2. Apa hambatan dari pengenaan sanksi pidana pada kasus union busting? 
3. bagaimana pokok pikiran yang dirumuskan untuk menangani union busting?  
 
III. PEMBAHASAN 
1. Faktor penyebab tindakan  union busting sering tidak dikenai sanksi pidana 
Pasal 28 Undang-Undang  Serikat Pekerja  secara tegas menunjukkan bentuk  dari union busting yang mungkin 
dilakukan oleh pengusaha atau perusahaan. Apabila dihubungan dengan jenis sengketa hubungan industrial yang 
menyertainya,   maka union busting dalam bentuk melakukan pemutusan hubungan kerja bisa tersamar dalam 
kategori perselisihan PHK sedangkan memberhentikan sementara, menurunkan jabatan, atau melakukan mutasi; 
tidak membayar atau mengurangi upah pekerja/buruh;melakukan intimidasi dalam bentuk apapun ; melakukan 
kampanye anti pembentukan serikat pekerja/serikat buruh dapat tersamar sebagai perselisihan hak dan kepentingan. 
Dalam posisi seperti itu maka union busting sering diposisikan sebagai perselisihan hubungan industrial dari 
pada tindak pidana. Konsekuensi dari hal tersebut maka penyelesaiannya adalah melalui prosedur penyelesaian 
perselisihan hubungan industrial sebagaimana di atur dalam UU PPHI. akibatnya dalam berbagai sengketa hubungan 
industrial pekerja sering mengkaitkan tindakan pengusaha sebagai union busting sedangkan pengusaha 
menghubungkannya  denagn tindakan yang terkait dengan disiplin karyawan.   
Sebagai gambaran kasar dalam praktek hubungan industrial kasus PHK dengan alasan union busting di provinsi 
DKI Jakarta, Jawa Barat dan Banten  dapat dilihat dari bagan sebagai berikut (https://www.bantuanhukum.or.id): 
 
no Sektor  
Industri 
 
Jumlah  
Korban 
 
Hak Normatif yang  
terlanggar/ belum  
terpenuhi 
 
Status  
Pekerja 
 
Upaya yang  
dilakukan 
 
1 
 
Sektor Makanan dan  
Minuman 
 
75 
 
Pesangon, uang  
penghargaan masa  
kerja, dan uang  
penggantian hak 
 
Pekerja  
Tetap 
 
Melapor ke  
disnaker, dan  
berujung pada PHI 
 
2 
 
Sektor Logam,  
Elektronik dan Mesin 
 
6 
 
Pesangon  
 
Pekerja  
Tetap 
 
Bipartit, Tripartit  
dengan Dinas  
Tenaga Kerja, PHI 
 
3 
 
Sektor Makanan dan  
Minuman 
 
379 
 
Pesangon, uang  
penghargaan masa  
kerja dan uang  
penggantian hak 
 
Pekerja  
Tetap dan  
Kontrak 
 
Bipartit,  
Tripartit  
dengan Dinas  
Tenaga Kerja, PHI 
 
4 
 
Sektor Otomotif 
 
79 
 
Pesangon dan uang  
penggantian hak 
 
Pekerja  
Kontrak 
 
Melaporkan ke  
kepolisi 
an atas  
union busting,  
bipartit, dan  
tripartit 
dengan  
 
 
dinas tenaga  
kerja 
 
5 
 
 
Sektor Industri Jasa 
 
14 
 
Pesangon Pekerja  
Kontrak 
 
Bipartit dengan  
pihak perusahaan 
 
6 
 
 
Sektor Farmasi dan  
Kesehatan 
137 
 
Pesangon, uang  
penghargaan masa  
kerja dan uang  
penggantian hak 
 
Pekerja  
Tetap dan  
kontrak 
 
Melaporkan ke  
kepolisian atas  
union busting,  
bipartite, dan  
tripartite dengan  
dinas tenaga 
kerja 
 
7 
 
 
Sektor Industri Jasa 
 
55 
 
Pesangon  
 
Pekerja  
Kontrak 
 
Bipartit dengan  
pihak perusahaan 
8 
 
 
Sektor Logam,  
elektronik dan Mesin 
 
276 
 
Pesangon Pekerja  
Kontrak 
 
Bipartit dengan  
perusahaan,  
Tripartit dan  
melaporkan  
Union busting ke  
kepolisian 
 
9 
 
Sektor  
Otomotif 
 
15 
 
- 
 
Pekerja  
Kontrak 
 
 
10 
 
Sektor Logam,  
elektronik dan Mesin 
 
360 
 
Pesangon 
 
Pekerja  
Kontrak 
 
 
11 
 
 
Sektor Industri Jasa 13 
 
Pesangon 
 
Pekerja  
Kontrak 
 
Perundingan  
bipartit 
 
 
 
 Data tersebut di atas menunjukkan bahwa kasus PHK dengan alasan union busting mendominasi sengketa 
hubungan industrial dan jika melihat pola penyelesaiannya adalah dengan memakai pola penyelesaian perselisihan 
hubungan industrial, meskipun ada usaha untuk menyelesaikannya ke ranah pidana.   
 Dalam praktek penyelesaian hubungan industrial terdapat beberapa putusan pengadilan terkait 
masalah union busting dapat disajikan di bawah ini (https://www.hukumonline.com): 
a. Untuk menentukan ada tidaknya union busting, harus ditetetapkan terlebih dahulu dengan suatu putusan pidana 
yang berkekuatan hukum tetap. Kaidah hukum ini kita temukan dalam Putusan Nomor 27/Pdt.Sus-PHI/2-
15/PN.Pal, dimana pekerja mengajukan pembatalan PHK karena menolak mutasi, dengan dalil bahwa mutasi 
yang dilakukan merupakan upaya union busting. 
b. Pengusaha dapat membuktikan bahwa pekerja mangkir, dengan demikian PHK adalah murni dikualifikasikan 
mengundurkan diri dan bukan karena pemberangusan serikat pekerja. Kaidah hukum ini ditemukan dalam 
Putusan Nomor 152/Pdt.Sus PHI/2015/PN.Bdg. 
c. Pekerja telah melakukan mogok kerja yang tidak memenuhi ketentuan Pasal 137, 138 dan 139 dengan cara 
anarkhis sehingga pengadilan mengabulkan permohonan PHK. Kaidah hukum ini ditemukan dalam Putusan 
Nomor 32/G/2012/PHI/PN.Bdg, dimana pekerja menggugat penetapan PHK karena keterlibatan pekerja dalam 
melakukan mogok kerja dilindungi undang-undang. 
d. Pengusaha tidak dapat menyampaikan cukup bukti adanya pelanggaran pekerja, sehingga permohonan PHK 
ditolak. Kaidah hukum ini kita temukan dalam Putusan Nomor 121/G/2013/PHI/PN.Bdg, dimana pengusaha 
menggugat PHK karena penggaran berat atas Perjanjian Kerja Bersama akibat melakukan aksi mogok yang 
dilakukan tanpa ijin. Di depan persidangan pengusaha tidak dapat membuktikan adanya pelanggaran tersebut. 
 
 
e. Pengadilan membatalkan tindakan mutasi dan PHK yang dilakukan pengusaha, karena pekerja tercatat sebagai 
anggota tim perunding PKB yang telah disepakati kedua belah pihak dan mutasi dilakukan pada waktu 
berlangsungnya perundingan. Mutasi yang dilakukan dianggap melanggar ketentuan Pasal 28 huruf a Undang-
undang Nomor 21 tahun 2000. Kaidah hukum ini ditemukan dalam Putusan Nomor 408 K/Pdt.Sus/2011. 
f. PHK yang dilakukan pengusaha dilakukan tanpa melalui proses bipartite, sehingga PHK dibatalkan oleh 
pengadilan. Kaidah hukum ini ditemukan dalam Putusan Nomor 5 PK/Pdt Sus/2013 dimana pengusaha 
melakukan PHK terhadap pekerja dengan alasan pekerja telah mangkir karena mengikuti kegiatan serikat 
pekerja. 
g. Mutasi yang dilakukan pengusaha didasarkan pada Perjanjian Kerja Bersama yang telah habis masa berlakunya, 
sehingga mutasi dibatalkan oleh pengadilan. Kaidah hukum ini ditemukan dalam Putusan Nomor 59 
PK/Pdt.Sus.PHI/2017 dimana pengusaha melakukan mutasi terhadap 3 orang pekerja yang menjadi pengurus 
serikat pekerja dan pekerja mengugat pembatalan atas mutasi tersebut. 
h. Pembatalan PHK adalah telah tepat dan benar karena PHK dilakukan oleh pengusaha berkenaan dengan adanya 
kegiatan pekerja dalam rangka melakukan tugas kepengurusan selaku pengurus serikat pekerja. Kaidah hukum 
ini ditemukan dalam Putusan Nomor 87 K/Pdt.Sus.PHI/2014 dimana pekerja mengajukan gugatan terhadap 
pengusaha yang melarang pekerja memasuki tempat kerja dan melakukan PHK sepihak, setelah pekerja 
menanyakan hak-hak para pekerja kepada pengusaha. 
 
 Dari beberapa kasus tersebut terlihat bahwa pada akhirnya putusan pengadilan tetap pada putusan dalam 
rangka menyelesaian sengketa hubungan industrial dan tidak terkait sama sekali dengan union busting. Hal ini 
sangat mungkin karena perselisihannya masuk dalam ranah perselisihan hubungan industrial dan 
kewenangannyapun menjadi kewenangan dari pengadilan Hubungan Industrial. Contoh nyata adalah sebagaimana 
Putusan Nomor 59 PK/Pdt.Sus.PHI/2017 tersebut di atas bahwa meskipun mutasi itu dianggap tidak sah namun 
pengadilan hubungan industrial tidak sampai pada putusan yang menyatakan bahwa tindakan tersebut adalah 
terkategorikan sebagai union busting yang dapat diberi sanksi pidana.maka putusan maksimalnya adalah 
menyatakan tidak sah mutasi. 
 Hal ini dapat terjadi karena sejak awal para pihak yang bersengketa sudah membawa perselisihan tersebut 
ke ranah sengketa hubungan industrial. Hal ini berbeda dengan kasus Pemutusan Hubungan Kerja oleh PT. King Jim 
Indonesia (https://www.surya.co.id
 
). Kasus pemutusan hubungan kerja tersebut tidak dibawa ke ranah perselisihan 
hubungan industrial namun dibawa ke ranah pidana.melalui Putusan 850/Pid.B/2008/PN.Bgl menjatuhkan vonis 1 
tahun 6 bulan kepada pelaku Union Busting Fathoni Prawata selaku General Manager PT.King Jim Indonesia. 
Namun yang perlu untuk dicatat adalah bahwa, sanksi pidana Union busting pada kasus ini merupakan sanksi 
pertama sejak Undang-Undang Tentang Serikat Pekerja berlaku sehingga menjadi kasus yang sangat jarang terjadi. 
 Hal yang lebih rumit lagi adalah pemutusan hubungan kerja berdasarkan putusan pengadilan atas kasus 
yang terkait dengan union busting.  Kasus ini timbul akibat adanya sengketa antara ketua Serikat Pegawai Bank 
Mandiri, Mirisnu Viddiana,  yang digugat PHK oleh PT. Bank Mandiri Mirisnu Viddiana dipecat Bank Mandiri 
dalam kapasitasnya sebagai Ketua SPBM. Ia dinilai sebagai pihak yang bertanggung jawab atas aksi demonstrasi 
besar-besaran yang dilakukan SPBM pada hari Sabtu, 4 Agustus 2007. Saat itu, isu yang diusung SPBM adalah 
tuntutan kesejahteraan bagi pegawai bank pelat merah tersebut.Demonstrasi itu berujung pada tuntutan untuk 
melengserkan Direksi Bank Mandiri (https://www.hukumonline.com
 
). Kalangan serikat pekerja menyebut kasus ini 
sebagai union busting yang dilegalkan pengadilan. 
 Terlepas dari pihak yang mana yang benar maka pada posisi seperti itu apakah serikat pekerja yang 
melaporkan hal ini ke kepolisian dengan bentuk laporan union busting dapat ditindaklanjuti? 
 Dari uraian tersebut di atas maka factor penyebab utama union busting tidak diselesaikan melalui ranah 
pidana adalah karena mayoritas dugaan tindakan union busting dilakukan dengan cara-acara yang bermuara pada 
munculnya sengketa hubungan industrial. Oleh karena sebagian besar pula sengketa hubungan industrial tersebut 
diselesaikan melalui mekanisme penyelesaian perselisihan hubungan industrial  maka dugaan union busting menjadi 
lebih sering tertutup dengan perselisihan hubungan industrial. 
2. Hambatan pengenaan sanksi pidana pada kasus union busting 
 Berdasar data yang disajikan oleh LBH Jakarta mayoritas PHK dengan alasan union busting berakhir di 
Pengadilan hubungan Industrial atau  bipartite padahal langkah untuk melaporkan ke kepolisian juga sudah 
dilakukan. Tidak kurang dari 492 kasus yang dilaporkan ke kepolisian berakhir dengan penyelesaian melalui acara 
hubungan industrial. data tersebut juga menunjukkan tidak satupun perkara union busting yang berakhir dengan 
sanksi pidana. 
 
 
 Lawrence M Friedman menjelaskan tentang suatu sistem hukum dalam operasi aktualnya merupakan 
sebuah organism kompleks di mana struktur, substansi, dan kultur berinteraksi.  Untuk menjelaskan latar belakang 
dan efek dari setiap bagiannya diperlukan peranan  dari banyak elemen sistem tersebut (Lawrence M Friedman, 
2013:17). Pemikiran membuat aturan saja tanpa ada pemikiran tentang bagaimana seharusnya struktur dan budaya 
hukum itu ada secara ideal tidak akan mampu untuk menegakkan sebuah aturan  sehingga tujuan dari buatnya 
hukum tersebut menajdi tidak dapat tercapai.  
 Barda Nawawi Arief yang dikutip rocky Marbun (http://jurnal.unpad.ac.id) menyebutkan bahwa tidak ada 
artinya hukum pidana (KUHP) diganti/diperbaharui, apabila tidak dipersiapkan atau disertai dengan perubahan ilmu 
hukum pidananya.Criminal law reform atau legal substance reform harus disertai pula dengan pembaharuan ilmu 
pengetahuan tentang hukum pidananya (legal/criminal science reform).Hal tersebut harus disertai pula dengan 
pembaharuan budaya hukum masyarakat (legal culture reform) dan pembaharuan struktur atau perangkat hukumnya 
(legal structure reform). 
 Pendapat dari kedua sarjana di atas ketika diterapkan dalam persoalan union busting, pada faktanya,  ini 
masih terdapat kesenjangan antara materi hukum (da sollen) dengan kenyataan pada penerapannya (das sein) oleh 
karena itu perlu diperhatikan secara sungguh-sungguh faktor ketiga dari unsur  ini  yaitu materi, struktur atau 
perangkat hukumnya. 
 Data dari LBH Jakarta di atas menunjukkan bahwa pelaporan tersebut berhenti sampai pada batas 
pelaporan saja. Tentu saja tidakdapat disimpulkan bahwa setiap pelaporan union busting pasti akan berhenti. Masih 
banyak variable lain yang mesti dilihat kasus per kasus. Namun secara kuantitatif hampir seluruh laporan tersebut 
tidak ditindaklanjuti menunjukkan adanya hal yang kurang tepat dalam penanganan masalah itu. Masih mengikuti 
alur pemikiran Friedman dan Barda Nawawi maka masalah penegakan hukum dari union busting ini terletak pada 
struktur hukum.  
 Pada saat pelaporan union busting dilakukan maka mau tidak mau kasus sengketa hubungan industrialpun 
harus diselesaikan, dengan demikian berbagai kasus yang dianggap union busting pun “terpaksa” masuk ke ranah 
sengketa hubungan industrial.  kondisi seperti  ini seakan-akan ketentuan pidana dari union busting tidak dapat 
diimplementasikan. Sementara dari pihak serikat pekerja pelaporan tersebut hanya sebatas pada pelaporan saja 
selebihnya pemeriksaan lebih lanjut menjadi ranah dari aparat yang berwenang.   
3. Bagaimana pokok pikiran yang dirumuskan untuk menangani union busting?  
 
Berdasar pemikiran Barda Nawawi dan Friedman maka terdapat tiga faktor krusial dalam melaksanakan 
hukum yaitu materi hukum, struktur hukum dan budaya hukum. dalam konteks ini struktur hukum yang belum siap 
membuat hukum susah untuk dijalankan meskipun di serikat pekerja sudah melaksanakannya. Dalam kondisi seperti 
itu maka harus diciptakan ketiga unsur tersebut sedemikian rupa sehingga dapat terpenuhi semua sehingga opsi yang 
dapat digunakan adalah menciptakan struktur hukum yang baik yaitu aparat penegak hukumnya. Apabila dalam 
kasus union busting belum memungkinkan untuk menciptakan keadaan itu maka opsi lain adalah mengubah materi 
hukum sedemikian rupa sehingga ketiga unsur tersebut menjadi seimbang. 
 Melihat kondisi  hubungan industrial di Indonesia saat ini,  pada aspek penyelesaian berbagai persoalan 
yang terkait dengan hubungan industrial baik itu pada ranah hubungan industrial, ranah hukum perdata dan ranah 
hukum pidana maka yang paling sering diimplemetasikan-dengan segala kekurangan dan kelebihannya- adalah pola 
penyelesaian perselisihan hubungan industrial. Hal ini dapat terjadi oleh karena para pihak yang bersengketa baik 
pengusaha maupun pekerja atau serikat pekerja memiliki kesempatan penuh untuk mengoptimalkan pembelaannya. 
 Hal berbeda terhadap perselisihan yang oleh Undang-Undang dikategorikan sebagai tindak pidana 
kejahatan (Pasal 43 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2000 Tentang Serikat Pekerja/Buruh), maka ketika serikat 
pekerja melaporkan dugaan union busting maka peran penanganan beralih ke aparat penegak hukum sedangkan 
pekerja atau serikat pekerja dalam posisi menunggu dan menanyakan hasil pemeriksaan atas laporan itu. 
Pada tataran hukum perdata sebenarnya pola penyelesaiannya tidak jauh berbeda dengan penyelesaian sengketa 
hubungan industrial karena sebenarnya hukum acara pada penyelesaian perselisihan hubungan industrial merupakan 
lex specialis dari hukum acara perdata. Fakta tersebut menunjukkan bahwa dari aspek pemenuhan unsur penegakan 
hukum  sebagaimana yang dikemukakan Friedman maupun Barda Nawawi adalah ranah hukum perdata dan 
hubungan industrial. Faktanya pula beberapa pelaporan tindak pidana union busting juga berakhir pada penyelesaian 
sengketa hubungan industrial. 
 
 
 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian perselisihan hubungan industrial membagi 
jenis sengketa hubungan industrial menjadi empat yaitu perselisihan hak, kepentingan, pemutusan hubungan kerja 
dan perselisihan antar serikat pekerja dalam satu perusahaan. Perselisihan hak adalah perselisihan yang timbul 
karena tidak dipenuhinya hak, akibat adanya perbedaan pelaksanaan atau penafsiran terhadap ketentuan peraturan 
perundang-undangan, perjanjian kerja, peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja bersama. Pihak yang terlibat 
dalam sengketa adalah pekerja atau serikat pekerja dengan perusahaan atau pengusaha sedangkan Perselisihan 
kepentingan adalah perselisihan yang timbul dalam hubungan kerja karena tidak adanya kesesuaian pendapat 
mengenai pembuatan, dan/atau perubahan syarat-syarat kerja yang ditetapkan dalam perjanjian kerja, atau peraturan 
perusahaan, atau perjanjian kerja bersama di mana pihak yang terlibat dalam sengketa tersebut juga antara pekerja 
atau serikat pekerja dengan pegnusaha atau perusahaan. 
Perselisihan pemutusan hubungan kerja adalah perselisihan yang timbul karena tidak adanya kesesuaian 
pendapat mengenai pengakhiran hubungan kerja yang dilakukan oleh salah satu pihak. Jenis perselisihan ini tidak 
melibatkan serikat pekerja melainkan hanya antara pekerja dengan pengusaha atau perusahaan saja. 
 Jenis perselisihan hubungan industrial yang terakhir adalah Perselisihan antar serikat pekerja/serikat buruh 
yang dimaknai sebagai perselisihan antara serikat pekerja/serikat buruh dengan serikat pekerja/serikat buruh lain 
hanya dalam satu perusahaan, karena tidak adanya persesuaian paham mengenai keanggotaan pelaksanaan hak, dan 
kewajiban keserikatpekerjaan. Para pihak yang bersengketa adalah antara serikat pekerja dengan serikat pekerja 
lainnya yang dibentuk dalam perusahaan yang sama. 
 Union busting yang sesungguhnya juga merupakan sengketa yang melibatkan pelaku hubungan industrial 
oleh Undang-Undang Serikat Pekerja justru dimasukkan dalam tindak pidana. Pembentukan Undang-Undang 
Serikat Pekerja memang lebih dahulu dari Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian perselisihan 
hubungan industrial namun dan undang-undang terakhir tidak berusaha untuk menarik union busting tersebut dalam 
ranah sengketa hubungan industrial. Pilihan tersebut memang dapat dimengerti  karena kebebasan berserikat ini 
selain sudah diatur dalam Konvensi ILO Nomor 87 Tahun 1948 Tentang Kebebasan Berserikat Dan Perlindungan 
Atas Hak Berorganisasi (Freedom Of Association And Protection Of Right To Organize)  juga telah diratifikasi 
melalui Keputusan Presiden Republik Indonesia  No. 83 Tahun 1998 Tentang Pengesahan Konvensi ILO No. 87 
Mengenai Kebebasan Berserikat Dan Perlindungan Hak Untuk Berorganisasi.  
 Setelah ratifikasi inilah maka union busting dimasukkan oleh Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2000 
Tentang Serikat Pekerja dalam ranah tindak pidana kejahatan. Namun pada tataran implementasi ketentuan tersebut 
hanya menjadi semacam “macan kertas” sementara yang dibutuhkan adalah perlindungan kebebasan berserikat bagi 
pekerja secara riil. 
 Berdasar atas uraian di atas maka upaya perlindungan kebebasan berserikat bagi pekerja harus memenuhi 
satu ide pokok yaitu semaksimal mungkin memenuhi upaya penegakan hukum sebagaimana yang dikemukakan 
sehingga secara riil dapat diimplementasikan dengan mudah dan memberi unsure keadilan serta kemanfaatan bagi 
semua pihak. Kondisi yang paling  dekat dengan pemikiran tersebut adalah memasukkan union busting dalam ranah 
sengketa hubungan industrial sehingga jenis perselisihan hubungan industrial meliputi perselisihan hak, 
kepentingan, antar serikat pekerja dalam satu perusahaan dan union busting.     
IV. SIMPULAN 
1. Faktor penyebab utama union busting tidak diselesaikan melalui ranah pidana adalah karena mayoritas dugaan 
tindakan union busting dilakukan dengan cara-acara yang bermuara pada munculnya sengketa hubungan 
industrial. 
2. Hambatan atas pengenaan sanksi pidana lebih banyak oleh karena pelaporan union busting yang tidak sampai 
pada pelimpahan ke pengadilan untuk diperiksa dan diputus atas kasus tindak pidana kejahatan. 
3. sebagaimana perselisihan hubungan industrial yang pihak dan obyeknya adalah masalah hubungan industrial 
maka penyelesaian union busting akan lebih efektif jika dikategorikan sebagai perselisihan hubungan 
industrial.  
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